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Pemeriksaan Persidangan:
PHP Bupati SumbaBarat dan Bupati Malaka

Jakarta, 1 Februari 2021 — Mahkamah Konstitusiakan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
(PHP) Bupati Sumba Barat dan Bupati Malaka Tahun 2020 pada Senin (1/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda

Pemeriksaan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif
Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sebelumnya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/1), Nimrod Androiha selaku kuasa hukum perkara
PHP Bupati Sumba Barat dengan Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 3 Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango, memaparkan pelanggaran dalam pokok
permohonan. Nimrod menceritakan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 001 Desa
Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu membuka kotak suara dan menunaikan surat suara di atas meja,
kemudian memasukkannya kembali pada kotak suara tanpa dilakukan proses penghitungan. Sementara itu, KPPS
justru mempersiapkan dokumen lain. Sehingga pada saat proses penghitungan dilakukan, ditemukan jumlah suara
dalam kotak suara sejumlah 204.

Di samping itu, Nimrod juga menyebutkan Pemohon keberatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor
247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XIl/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020. Hal ini karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan
saat proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Untuk itu, Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Sumba Barat unutk melakukan pemungutan suara ulang pada
beberapa TPS yang bermasalah, utamya di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Desa
Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.

Sementara itu pada PHP Bupati Malaka, Yafet Yosafet W. R. Selaku kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Malaka Nomor Urut 2 Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin menyebutkan pihaknya
meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka Nomor
227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XIl/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020.

Dalam penyampaian pokok permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021 ini, Yafet
menyebutkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Nomor Urut 1 Simon Nahak dan Louise
Lucky Taolin menjanjikan memberikan gaji bagi para pemangku adat apabila memilih paslon tersebut. Atas kejadian
ini, Pemohon tidak melihat Bawaslu memberikan peringatan dan cenderung membiarkan peristiwa tersebut terjadi
begitu saja. Padahal, sambung Yafet, kasus politik uang demikian seharusnya diberikan sanksi administrasi berupa
pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan
dapat dipidanakan berdasar Pasal 187a UU Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan penetapan hasil Termohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Nomor
Urut 1 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin memeroleh 50.890 suara, sedangkan Pemohon memeroleh 49.906
suara, sehinggaterdapat selisih sejumlah 984 suara atau di bawah 2%. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon juga
meminta agar ditetapkan sebagai pemenang dan mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 Simon Nahak dan Louise
Lucky Taolin (FY).
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